BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR: 70 TaHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" BUPATI MAROS,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)

Mengingat :

oy

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara ' Perencanaan; Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan, dinyatakan
bahwa Badan = Perencanaan Pembangunan Daerah
menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; _ '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2021.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});



4.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 567 9);

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 15);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

‘Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 Nomor 252);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003
tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003
Nomor 27);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu
Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun
2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun
2019 Nomor 2};

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);

21. Peraturan Bupati Maros Nomor 73 Tahun 2020 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
MAROS TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

il

o

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Maros.

Pemierintah Daerali adalah Bupati sebagai urisur  petiyeleriggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Maros.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Maros.

Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Maros.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 disingkat RKPD Tahun
2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun
2021.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun 2021,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



13.

14.

15.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan
DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

TAHUN 2021
Pasal 2

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah untuk
menyusun kebijakan, program dan Kkegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 untuk
mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas
yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berkedudukan dan berfungsi sebagai
dokumen perencanaan dan menjadi acuan dalam penyusunan RKA
Perangkat Daerah setelah memperhatikan KUA serta PPAS dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan prioritas
pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021, dokumen RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati dan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

Pasal 4

Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 meliputi :
BAB I : Pendahuluan :

1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;



1.3 Maksud dan Tujuan; dan
1.4 Sistematika Penulisan.
BABII : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu :
1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah;
1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
1.5 Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan Masyarakat.
BAB Il : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah :
1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah; dan
1.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
BABV : Penutup.

BABV
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pasal 5
(1) Kepala Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat

Daerah Tahun 2021 yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Diundangkan di Maros
pada tanggal 3 agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,

.DAVIED SYAMSUDD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR T




